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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang
terdiri atas hak moral dan hak ekonomi

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ddak berlaka

tethadap

i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atan produk Hak Terkait untuk pelaporan
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi akeual;

it.  Penggandaan Ciptaan dan/atiu produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian
ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan fatau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran,
kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan
ajar; dan

v, Pengpunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang
memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin
Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 1 untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (saw) tahun danfatau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2, Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak
Cipta melakukan pelangparan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huraf ¢, huraf d, huref f danfatan huruf h untok Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/fatau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan
karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmu-Nya, sehingga pada akhirnya
penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar yang berjudul HUKUM ACARA
PERDATA: PERMASALAHAN EKSEKUSI DAN MEDIASI. Buku ini
didasarkan pada pengalaman penulis sebagai dosen tetap di Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan mata kuliah yang
diampu: Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata dan PLKH Perdata. Selain
itu, pengalaman penulis sebagai praktisi di dunia advokat sejak 1998
memberikan masukan yang cukup besar secara praktis dalam penulisan
buku ini. Diharapkan buku ini bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa
Fakultas Hukum, para praktisi hukum, serta umumnya bagi para pembaca
yang meminati [lmu Hukum Perdata.

Buku ini terdiri dari 9 (sembilan) bab, berisi sebagai berikut: Bab I
tentang Pengertian, Asas dan Sumber Hukum Acara Perdata, Bab II
tentang Gugatan, Bab III tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili),
Bab IV tentang Pemeriksaan Gugatan di Persidangan, Bab V tentang
Pembuktian, Bab VI tentang Putusan Pengadilan, Bab VII tentang Upaya
Hukum, Bab VIII Eksekusi, dan Bab IX tentang Mediasi.

Dalam buku ini, penulis juga sengaja memberikan penjelasan yang
lebih banyak tentang eksekusi dan mediasi, oleh karena di samping profesi
lain dari penulis sebagai salah satu mediator yang terdaftar di pengadilan,
di mana penulis melihat banyaknya permasalahan yang muncul dalam hal
penyelesaian sengketa melalui mediasi pada sistem peradilan perdata.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang
dimiliki ketika menyusun buku ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini,
perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
tak terhingga dalam pengantar ini kepada pihak-pihak turut memberikan
sumbangsih, sehingga buku ini dapat terwujud.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis
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BAB1
PENGERTIAN, SUMBER DAN ASAS HUKUM
ACARA PERDATA

A.  Pengertian Hukum Acara Perdata

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu hukum atau lebih dikenal
degan hukum dapat dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil.
Hukum acara perdata adalah hukum perdata formil, yang pada dasarnya
berfungsi mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil
melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum perdata
materiil atau terjadi sengketa. Bahkan hukum acara perdata juga mengatur
bagaimana tata cara memperolah hak dan kepastian hukum manakala tidak
terjadi sengketa melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun
demikian, secara umum hukum acara perdata mengatur proses
penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal
penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan
pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata
mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan
melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar
pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga
menylapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum
dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di
kemudian hari.

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi
mengenai hukum acara perdata:

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.'

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak

1

Sudikno Mertokusumo, Hukim Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
1981), hlm. 2.




BAB 11
GUGATAN

A.  Pengajuan Tuntutan Hak

Pada dasarnya, persoalan yang dihadapi seseorang yang diajukan ke
pengadilan perdata dalam bentuk tuntutan hak ada dua macam, yaitu
berupa persoalan yang mengandung konflik dan persoalan yang tidak
mengandung konflik. Tuntutan hak dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg/Pasal
118 ayat (1) HIR disebut gugatan perdata (burgerlijke vordering), yaitu
merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigemrichting” atau main
hakim sendiri. Tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup
(point d'interest, point d’action).

Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak vang bertitik tolak
pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:

1. Perkara contentiosa (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung
sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua
pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: Sengketa hak milik,
sengketa warisan, dan lain-lain,

2. Perkara veluntaria (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak
mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada
satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan
waris, Permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain.

Dalam istilah yang lain, sistem peradilan perdata juga dibedakan
menjadi  dua, vaitu dan peradilan contensius  (contentieuse
Jurisdictie/jurisdictio contentiosa) atau sering pula disebut peradilan
“sesungguhnya”, karena sifatnya yvang mengadili perkara antara dua pihak
atau lebih. Sementara yang lain disebut juga dengan peradilan sukarela
atau peradilan volunter (voluntaire jurisdictie/jurisdictio voluntaria) atau
sering pula disebut peradilan “tidak sesungguhnya”, karena memeriksa dan
memutus permohonan yang mana tidak ada unsur sengketa dan terdiri dari
satu pihak saja.

12




BAB III
KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI)

A.  Tentang Kompetensi (Kewenangan Mengadili)

Tujuan utama membahas kompetensi/yurisdiksi atau kewenangan
mengadili, adalah memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana
yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang
timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak
keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak
dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang
mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada di luar
yurisdiksi pengadilan tersebut. i

Dapat dilihat, permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat
formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada
lingkungan pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan
salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas
alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif
pengadilan yang bersangkutan.'’

Secara singkat, dalam hukum acara perdata dikenal dua macam
kompetensi/kewenangan, yaitu:

1. Kompetensi/kewenangan absolut (atributie van rechtspraak);
2. Kompetensi/ kewenangan relatit (distributie van rechtspraak).

Berikut penjelasannya:
1. Kompetensi/Kewenangan Absolut (Afributie van rechtspraak)
Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam
memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut/mutlak sehingga
tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan
peradilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi, yang
sama-sama dalam lingkungan peradilan umum) maupun dalam lingkungan

' M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.
180.
Y Ibid.
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BAB IV
PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN

A.  Pendaftaran dan Panggilan

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka pada dasamya
inisiatit pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama
yang harus dilakukan penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka
terlebih dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan
pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang
terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini tentunya dimulai
dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan
biaya”.

Adapun jumlah biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya
bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri dan tidak bisa
langsung dibayarkan ke pengadilan tersebut, melainkan berdasarkan memo
dari kasir pengadilan tersebut, pihak penggugat mendaftarkan melalui bank
yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 ayat (1)
HIR, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan
Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim
pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan
tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak
yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan,
disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan
membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak berkisar dua
atau empat minggu bahkan bisa juga lebih setelah proses pendaftaran
dilakukan. Hal ini bergantung kepada letak dan wilayah para pihak yang
dipanggil oleh pengadilan di mana perkara tersebut didaftarkan.

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat
panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat
disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan
patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan
itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di

26




BAB V
PEMBUKTIAN

A.  Pengertian Pembuktian

Teori pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat
negatit (negatief bewijs theorie) sebagaimana yang terdapat proses hukum
acara pidana. Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dinyatakan: “Hakim tidak beleh menjatwhkan pidana
kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah  yang  bersalah
melakukannya”. Dengan demikian, berdasarkan pasal ini, kebenaran yang
dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan
mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim.
Prinsip inilah yang disebut dengan beyond reasonable doubt. Kebenaran
yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti vyang tidak
meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran
hakiki (materiele waarheid, ultimate truth).

Namun demikian, hal ini tidak berlaku di dalam teori pembuktian
dalam hukum acara perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan
hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari
hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat
mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun
fakta yang demikian secara teoretis harus diterima hakim untuk
melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak
vang bersangkutan. B

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang
mengenal hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu,
fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas
mencari dan menemukan kebenaran formil, dan kebenaran itu diwujudkan
sesual dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak
selama proses persidangan berlangsung.

23

& M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 498,
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BAB VI
PUTUSAN PENGADILAN

A. Pengertian Putusan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak
diketemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan hakim.
Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang
harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya
terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli hukum
mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang
itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu
merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan
hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir
mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.™

Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal | angka 5 Rancangan
Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu:

" Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituanghkan dalam
bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk
umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri
gugatan. "

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah
sebagal suatu akta pernyataan yang oleh hakim. sebagai pejabat negara
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.

174.
* Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukwn Acara Perdate, (Bandung: Alumni,
1974), hlm. 105.
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BAB VII
UPAYA HUKUM

A.  Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna
melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas
dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga
seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan, sehingga
salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.™

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan utama dalam suatu proses di
muka Pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan
secara subjektif, belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis,
karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak
mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat
diperbaiki, maka putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang,
demi tegaknya kebenaran dan keadilan dengan melakukan upaya hukum
yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.

B. Bentuk-Bentuk Upaya Hukum
Secara umum, upaya hukum itu dapat dilakukan dalam 2 (dua)
bentuk, yaitu a. Upaya hukum biasa, dan b. Upaya hukum luar biasa.
Berikut penjelasannya:
1. Upaya Hukum Biasa
Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang
belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:
a. Verzet
Pada dasarnya, verzet merupakan upaya hukum sebagai
perlawanan terhadap putusan verstek. Upaya hukum ini diatur dalam
Pasal 125 ayat (3), Pasal 129 ayat (2), Pasal 126 HIR dan Pasal 149

' Zainal Asikin, Op. Cit., him. 135.
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A.

BAB VIII
EKSEKUSI

Pengertian Eksekusi
Pada dasarnya, tidak ada definisi khusus mengenai eksekusi.

Definisi mengenai eksekusi ini merupakan karya teoretis para ahli hukum

didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi ini,

antara lain:

li.

Eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan
secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua
pengadilan.™

Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu
perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses
pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses
hukum acara perdata.™

Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang
diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja
belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan
atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat
dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan
dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga,
pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain
ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan
untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.”’
Menurut Djazuli Bachir, melaksanakan putusan pengadilan, yang
tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan
menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 217.

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cet. 3,
(Jakarta: Gramedia, 1991). hlm. 1.

Sudikno Mertokusumo, Op. Git., hlm. 205.
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BAB IX
MEDIASI

A.  Pengertian Mediasi

Di banyak negara, Penyelesaian nonlitigasi telah berkembang dan
mendapat kepercayaan yang tinggi untuk menyelesaikan berbagai sengketa
termasuk sengketa bisnis. Sedangkan di Indonesia, penggunaan
Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan
belum berkembang secara pesat seperti di negara-negara lain. Walaupun
sebenarnya Penyelesaian nonlitigasi di dalam pengadilan dimungkinkan
dengan adanya lembaga dading (perdamaian). Sedangkan untuk
penggunaan penyelesaian nonlitigasi diluar pengadilan, walaupun juga
belum memasyarakat, namun sekarang telah mempunyai landasan yuridis
yang kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan
Penyelesaian nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa melalui suatu
institusi memang belum memasyarakat, namun demikian secara sporadis,
sebagian masyarakat Indonesia telah memilih menggunakan jalur ini untuk
menyelesaikan sengketa, walaupun belum mempunyai bentuk atau struktur
yang jelas.

Peran mendamaikan bagi pihak-pihak yang bersengketa itu lebih
utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara
yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh
lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan
pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang
adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat
berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang,
tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil
didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara
dilanjutkan.”

75

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2005), hlm 151.
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